LEMBARAN DAERAH
RABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 11 TAHUN 1995 - SERI D NO. 9
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan
mewujudkan otonomi yang nyata, &inamis
dan bertanggung jawab dengan titik
berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995
dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat ‘I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
1992, telah diserahkan sebagian urusan
pemerintahan di bidang tanaman pangan
kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan
Rumah Tangga Daerah ; 7 : :

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut,
untuk  meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan secara
berdayaguna dan berhasilguna Xkhususnya
dibidang pertanian tanaman pangan, maka
perlu mengatur Pembentukan, Organisasi
dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
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- Daerah-dae
mbentukan : €rah
centang | 222" Tngeungan  Propine;
Kabu :
Jawa Tengah 7 A : .

Undang—unggigk_pokok Pemerintahan  qj
tentang Lembaran Negara Republik
Daerah o Tahun 1974 Nomor 38, Tam-~
éngggeiémbaran Negara Republik - Indone-
S ; :
cia Nomor 3037)i
‘ : 32 Tahur

n Pemerintah Nomor lun

Peraturalaksanaan Penyerahan Sebagian

Pe \ ;
ézfé Urusan Pemerintah PuS§t ~ dalam
Lapangan pertanian kepadaPropinsl ' Jawa
Tengah 7

peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun  Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3373) 7

peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah
Tingkat  II (Lembaran Negara Republik
Indonesia = Tahun 1992 Nomor - 77,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3487) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995

~tentang Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam)
,gaerah Tlngkat.II Percontohan (Lembaran
€gara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor. 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3590) ;

Keputusan Menteri Dalanm Negeri Nomor 39

Tahun 199 - ,
Dinasv Daerzht?ntang Pedoman Organisasil
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12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97
Tahun 1993 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi
dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
1992 .tentang Penyerahan  Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang Pertanian
Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 10);

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peker-
jaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum
Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya,

Pertambangan, Tenaga Kerja dan Penamba-

han Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tahan di Bidang Kepariwisataan Xkepada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995
Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN:
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PERATU'RANII BANYUMAS TENTANGN D
SUSUNAN ORGANISASI DAN

UKAN T, Ok
L INAS PERTANIAN TANAHAN Pangay kg
DEN DAERAH TINGKAT II BANYUMag Kapg,

BAB 1

uran Daerah ini yang dimaksud dengap .

paerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I Bél’lyu

I;::;érintah paerah adalah ‘Pemerintah Kabupaten

naerah Tingkat II Banyumas: .
gigati Kepala Daerah adalah Bupati Kepal,

paerah Tingkat II Banyumas;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan pe;.
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I

Banyumas ; .
Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Perts-

nian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat I
Banyumas;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Pangan;

. Cabang Dinas adalah Unsur  Pelaksana Dinas

yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu)
atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas;

. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disebui; UPTD adalah unsur pelaksana  teknis
operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Yand
melaksanakan tugas teknis tertentu.

- Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menun juk~

kan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorand

Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Ya

dalam pelaks ; hii-
an dan atauanaan tugasnya didasarkan pada kea i

mandiri. ketrampilan tertentu serta bersif?
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BAB II
PEMBENTURKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian
Tanaman Pangan.

- -BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Unsur
Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berda-
sarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada
Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang
pertanian tanaman pangan.

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada - dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Paszal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam: bidang
Pertanian Tanaman Pangan yang menjadi tanggungjawab-
nya meliputi produksi padi dan palawija, penyuluhan,
hortikultura, rehabilitasi 1lahan dan perlindungan
tanaman pangan serta usaha tani dan pengolahan hasil
dan tugas pembantuan yang diberikan oleh  pemerintah
atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.

Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perta-
nian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
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d.

i umu beraasd.hds  AELLJjaAKs
Pemblnaann oleh Menteri Dalam I:Iege]':-i s
ditetapka pahan pimbingan teknis di bjiga, Ny

Melakukal n Pangan sesuai kebijaksa Pq
s Tgﬁmgleh Menteri Dalam Negerj ; naan rsi‘
diietftan ioin den pabisnan USShdiseanay
. en
as P°k°k g " %y
1E:’Leu%aksan&l&m penyuthag knologi an3
pengkajian penerapan e gl anjuran gj tin
usaha tanij Okat

yrusan umum, perlengkapan, ke

sanaan & ] Pe .
]1:21];:]:19811 serta keta tausahaan Dinas p eg::a?an
Tanaman Pangan i . tekn] Ndan
pPengawasan dan b:f.mblngan eknis terhadap -
pelaksana Teknis Dinas. nit

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Oorganisasi Dinas  Pertanian Tananay

pPangan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Urusan Perencanaan ;
2. Urusan Kepegawaian ;
3. Urusan Keuangan ;
4, Urusan Umum ;

c. Seksi Produksi Padi dan Palawija terdiri dari:
1. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan
Palawija ;

2. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan
Palawija ;

3. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi
dan Palawija ;

’

4. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesi
Pertanian ;

’
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(2)

d. Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :
1. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultu-
ra ;
2. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Horti-
kultura ; ,
3. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultu-
ra ; |

4. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembi-
naan Gizi ;

e. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
1. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ;

f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan
Perlindungan Tanaman terdiri dari :
1. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan

Lahan ;
2. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna
- A3
3. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan

Serangan Hama Tanaman ;
4. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma
dan Pestisida ;

g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri
dari : i
1. Sub Seksi Informasi Pemasaran ;
2. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya ;
- 3. Sub Seksi Agri Bisnis ;
4. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
h. Cabang Dinas ;

i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas ;
j. Kelompok Jabatan Fungsicnal.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing

berada dibawah dan bertanggung Jjawab kepada
Kepala Dinas.
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, s i leh seorang x ‘
pinas dipimpln O 9 Kepa
(3) Cr?\bgrslg yang perada dibawah dan bertz,mgg,illii1 Qaba
Din 1a Dinas. 9 jaw:g

unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh
1 S€Q

o berada dibawah g
UPTD yang . ik A
gig;l?awab kepada Kepala Dinas. bertaggg
Fungsional A e s
lompok Jabatan : pimpy
(5) g:oragg tenaga fungsional yang paling n oLy
sebagali  Ketua Kelompok dan bertanggung Se.nior
kepada Kepala Dinas. Ja‘ﬂab

Pasal 7

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksyg g

1
(1) pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ipj diala’“
iebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kegggr
a

Daerah.

(2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang p;
Pertanian Tanaman Pangan serta Pembentukan ornas
nisasi dan Tatakerja UPTD Pertanian Tanalgn:‘
Pangan akan ditetapkan kemudian setelah mendapag
persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(3) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATAKERUJA
Pasal 8
‘i‘atqkerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur lebih
anjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

! P

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pasal 9

Jenjang Jjabatan dan kepangkatan serta susunan Kkepe-
gawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur sesuai
dengan Kketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. '

BAB VII
_ KETENTUAN PERUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ~maka. keten-
tuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

~Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan  pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKTILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT ITI TINGKAT II BANYUMAS

BANYUMAS
KETUA,
cap. ttd. cap. ttd.
H . WA RSONDO H. DJOKO SUDANTOKRO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995
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cap ttd.
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Pembina
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, gNJELASAN
ATAS

<ABUPATEN DAERAH TINGRAT I BA,,%
TURAN DAERAH | .
PERATUR ‘qoMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

1sASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN'

pmm%gﬁ%upmm DAERAH TINGKAT IT BANygy.
TANAMAN

~ ‘ di bidan
pelumnya penyerahan urusan ;09 Perta.
ian stfanaman pangan kepada Daerah —Tingkat 1
o ah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat
Tahun 1992 tentang Penyerahgy,

engah Nomor 2 Tahur :
Jawa Teng Pemerintahan Propinsi  Daery

Sebagian ~ Urusan C1nt [
Tinggat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tananmgp

pangan Kepada Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor g
Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusap

Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah .
Tingkat II Percontohan, telah ditambahkan sebagian
urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman
pangan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah.

Urusan-urusan yang diserahkan untuk diseleng-
garakan adalah sebagai berikut : -

A. Urusan-urusan yang diserahkan berdasark?n
Petra}turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, melil-
puti :

1. Pengujian dan Penerapan Teknologi :
a. Hel'lYe1"31'.“.3<Jalrz'=tkan demonstrasi dan melaksana-
kan kaji terap teknologi anjuran ditingkat
usaha tani ;
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b. Melakukan bimbingan

c. Memantau dam

Sumber;Daya Lahan dan air :

Qe

f£.

. 1hortiku1tura di Daerah Tingkat II ;
~ritas. di Daerah Tingkat II bagi kegiatan

anjuran kepada petani ?enerapan teknologl

: Pak dan mengawasi
teknologi anjuran oleh petgng?SI S

Melakukan identifikasi areal i
nela potensial untuk
mengembangkan pertanian tanaman pangan dan

’

Menetapkan sasaran areal dan 1okasi prio-

pengembangan lahan, rehabilitasi dan konser-
vasl sumber daya alam ;

4

Menetapkan peta potensi dan peta pemanfaatan
sumber daya lahan di Daerah Tingkat II ;

- Melakukan bimbingan pengembangan dan rehabi-

litasi lahan kepada petani ; °

Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan air
pengairan untuk budi daya tanaman ;

Membuat dan memelihara jaringan pengairan
tingkat usaha tani dan kuarter.

Perbenihan :

ade.

e.
fo'

Merencanakan, mengatur dan memantau keadaan
dan penyaluran benih di Daerah Tingkat II ;

Mendirikan dan mengelola -Unit Perbenihan
(Balai Benih Utama/BBU dan ‘Balai. Benih
Pembantu/BPP) di Daerah Tingkat II ;
Memperbanyak dan ‘menyalurkan Benih Sebar
BR)

éem;erbanyak dan menyalurkan mata tempel
pohon induk kepada petani ; :
Membina dan mengembangkan penagkar benih ;
Membina perbanyakan dan penyaluran Benih
Sebar yang dilakukan oleh swasta. -

Pupuk Organik (Pupuk Cair dan Zat Pengatur
Tumbuh) : ‘ -
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W L
di tau, dan mengawasj T
u: mema; l’C di Daerah Tingkge"gaq

Hengp oreda t 1

: teknis pereda
mbingal Ay ran
kan ahan pestisida kepag, Pe
)»ielaku emusn Pada ng.
gunaan ganpg tani dan masyarakat lalnnya log,
pengecer’ . melakukan penanggulangan g,

antau dan pemusnahan pestisjq, Wpay

du

pengggna .o pengecer dan petani. )

6 Pembinaa | p
: | ; lat dan ;
totipe a mesin Derts.

pro

: rkan . §
a. M nyeba telah dlrekomendaSJ. kep.ada nasy,.

€.

7.- Pelayanan dan Perizinan Usaha :

a.

rakat i . onstrasi dan kaji terap gy

o . ' .

g:rlaaﬁesin pertanian di lahan petani ;

Melakukan ‘pimbingan terhadap bengkel ajat
sin ertanian ; .

dan mesin P ; dan  inventarisasj

Melakukan 1 . . ;
keperluan alat dan mesin pertanian di
paerah Tingkat II ; - . -
Melakukan pimbingan dan mengawasl mutu pada
tingkat penggunaan alat dan l.nesin pertanian
oleh petani dengan memperhatikan aspek serta
pengaruh terhadap produksi.

-4

Memberikan izin dan mengawasi usaha ~_penggi-
lingan padi, huller dan penyosohan beras
milik orang warga negara atau badan hukul
iﬁ?ﬁge?“ yang tidak mempergunakan modal

didaya

t
anaman pangan (kecualj_ padi dan- ke
»ai dengan

denga :
50 gangluas lahan antara 5 Ha sampa

-
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‘c. Memberikan izin dan mengawasi usaha jasa

budidaya tanaman.

Pembinaan Manajemen Usaha Tani :

a. ¥§33§2zn§§a? analisa usaha tani di Daerah

b. Memgberlkan. pelayanan data/informasi usaha
tani peytanlan tanaman pangan dan hortikul-

- tura di Daerah Tingkat II;

C» Melakukan. bimbingan analisa dan penerapan
usaha tani yang menguntungkan ;

~ d. Mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan

100'

kompensasi jaminan penghasilan apabila ter-
jadi perbedaan antara kebijaksanaan Pemerin-
tgh dengan rencana usaha tani Petani pada
tingkat Daerah Tingkat II.

Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :

a. Menghitung perkiraan kehilangan hasil budi-
daya tanaman pangan  dan hortikultura di
tingkat Daerah Tingkat II ;

b. Melakukan ' bimbingan peningkatan mutu unit
pengolahan, alat transportasi, unit penyim-
panan dan hasil budidaya tanaman ;

c. Menyebarluaskan dan melaksanakan bimbingan

penerapan teknologi panen dan pengolahan

hasil di Daerah Tingkat II.

Pembinaan Pemasaran @

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan
informasi pasar di Daerah Tingkat II ;

b. Menyampaikan data pasar komoditas pertanian
tanaman pangan dan hortikultura ke Daerah

Tingkat I dan Pusat ;

c. Melakukan bimbingan dan mengawasi.pelaksana-
naan- harga dasar di tingkat petani serta me-

laksanakan pengadaan pangan di Daerah Ting-
kat II ; |
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1moing pLoiloSl prq

ap MeBLLELS : Uks;

d. Mengadgkantagaman.pangan dan hortlkul_tura 3;
Pertigéagaerah ringkat II.

ting :
. _qungan Tanaman pangan dan Hortikultyy, :
Perlin

11.
mbuatan peta menyebar

kan OPT di Da erah

a. pe A
0 kat I I ' 4 . P .
Ting pengamatan dan 1dent1flkasi

p. Melaksanakan gganggu Tanaman (OPT) ;

anisme Pengge .
org pimbingan pengamatan organ18me

an '

Gs ggigg:ﬁggu tanaman (OPT) kepada petani dan
masyarakat lainnya i .

4. Melakukan bimbingan pengendalian dan era-

dikasi Organisme Pengganggu Tanaman (oPT)
kepada petani dan masyargkat lainnya ;

e. Melaksanakan pengendalian dan eradikagj
Organisme ienggaz}ggu g'a;:?:?rszm é OPTI)) apanila
terjadi  eksplosi r 1sme engganggqy
Iangman (OPT) tingkat Daerah Tingkat II ;

f. Menetapkan = larangan kgluar/masuk. media
pembawa  OPT ﬁe a;qu dgri daergh la;n atau
antar wilayah - di alam aerahnya ;

g. Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeli-
haraan sarana perlindungan tanaman kepada
petani ;

h. Menyebarkan dan melakukan bimbingan pe-
manfaatan agensia hayati kepada petani ;

i. Melakukan analisa kerugian akibat serangan
OPT di Daerah Tingkat II ;

y Melaporgan.perkembangan OPT secara periodik

' dan terqadlnya eksplosi ke Daerah Tingkat I.
12. Tenaga Kerja Pertanian Tanaman Pangan dan Hor-
tikultura :

a. Melakukan inventarisasi dan analisa kebutu-
‘han dan ketersediaan tenaga kerja pertanian
tanaman pangan dan hortikultura di Daerah
Tlngkat IL ¢

b. ien%ngkatan keterampilan dan kualitas tenaga

€rja pertanian tanaman Pangan dan hortikul-
tura di Daerah Tingkat I

°
’
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V

c. Melakukan bimbingan pemanfaatan tenaga kerja

di Daerah Tingkat IT ;

’

d. Melakukan bimbingan menyelenggarakan kese-

jahteraan tenaga kers
minimumn. 93 kerja dan penerapan upah

13. Data.dan Statistik Pertani
Hortikultura : an Tanaman Pangan dan

—a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan anali-

sa data serta penyusunan dan )i
lata . penyajian

statistik pertanian tanaman pangan dan

hortikultura di Daerah Tingkat II ;

. Menyampaikan pelaporan data . dan statistik

pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke
Daerah Tingkat I ;

. Melakukan peramalan dan perhitungan produksi

serta melaksanakan pengambilan ubinan di
Daerah Tingkat II.

B. Urusan—urusan yang diserahkan berdasarkan
peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 1992, meliputi :

1.

Urusan tugas-tugas untuk,mémajukan'Pertanian
Tanaman Pangan, terdiri dari : o

a. Pengumpulan data, analisa dan identifika

si masalah ?
b. Perencanaan Pelaksanaan Program  pem-—

bangunan ;
c. Pengendalian dan evaluasi  pelaksanaan

program pembangunan ;
c. Pelayanan informasi pasar ;
d. Pembinaan Pengembangan alat-alat pertani-

an dalam rangka pembinaan kelompok tani ;
e. Penyelenggaraan perizinan dan pembinaan

usaha pertanian tanaman pangan.

Urusan Penyediaan benih/bibit dan penyelehg-

garaan Kebun Benih/bibit, tgrdiri dari :
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kebutuhan  hep,
ncanaan :
a. Per?h pina serta penYel<~:‘I'1gg<-,u:.t,:mtSeba

bent ija dan hortik N, X
: lawija dar CLXult y
| padlélg?aan Ba_'.La.u.' Benlh/biblilia ; q bg?
b. ;’:;‘g padi palawija maupun hortikufe k
t

- - : hr ntu
' q
pencegahan dan Pembel'an | :
3. g:;;Z}r:it dan Bencana Alam, ‘terdirfasan

a. Pembinaan - pengendalian organisme ;
anggu ; : o & 8 e pe
b gemggtauan_ bencana alam ; g,

inaan pembangunan lahan
c. g;gbpada tingkat'usal}a tani ?an taty -
d. pembinaan ko_nservas:} dan Tehap; ;. 3
lahan serta pelestarian Sumbey da llltaSi
dan lingkungan hidup ; . Ya aly
~ e. Pembinaan Pola Tanam.

4. Urusan Penyuluhan Pertanian Tanamap Pas:
terdiri dari : N9an

a. Demontrasi-demontrasi, Percontohay,
studi banding ; A

- Perlombaan dan Pameran ;

- Pembinaan Relompok Tanj g

- Bimbingan Usgha Tani ; :

- Bimbingan dan Pembinaan pascy pbanen ;
" Kursus-kursus tani

dan

O o o

IT. PENJELASAN PASAL pEmp PASAL

gasal_l huruf a s/q j : Cukup jelas.
P::ai[ “ ; | ¢ Cukup jelas
Pasgl o Bya (1) dan (2) . Cukup jelas
Pasal 2 | ¢ Cukup jelas
' Pasa] 2 huruf a s/d g ¢ Cukup jelas
Pasal 7 oYat (1) s/q (5) ¢ Cukup jelas
Pasal g “¥at (1) dan (2) : cukup Jelas
Pasal ¢ | _ ¢ Cukup jelas
Pasal 19 - ¢ Cukup jelas

¢ Cukup jelas
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pALA pAERAH TINGKAT 1

KE

VOR 188.3/218A/1995
NO ’
TENTANG
UPATEN DAERAH TING
DAERAH g TAHUN 1995, Kﬁ’

RATURAN U toN 1995
A 13 TAHUN 1995, 14 T

anyuuas D 95
i1 BAR s, 13 TAﬁUﬂlégTAﬁUN 1995, 17 TAHUN 1995 14
19901 50 TAHUN 1995, 21 Tamy

15 T 995
éggs' 1995, 12 ggfsmzi TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995, 3
1995, 22 72 lT N 1995, 28 TAI;Igg51995: 29 TAHUN
TAHON 05 JfN 1995 DAN 31 TAHUN : |
199,
ERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
GUB _
. t Bupatl Kepala Daerah Tingkat 1II
et S gzz;umasptangqal 20 Maret 1995 Nomor :
188.3/1036/1995 perihal Permohonan
pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten  Daerah
Tingkat II ‘Banyumas Nomor 7 Tahun

1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12

Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun

1995, 15 Tahun 1995 , Nomor 16 Tahun

1995, 17 Tahun 1995, 18 Tahun 1995, 19

Tahun 1995, 20 Tahun 1995, 21 Tahun

1995, 22 Tahun 1995, NomoOIr 23 Tahun

1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27

fgggn 1995, 28 Tahun 1995, 29 'I'ahlsm

; , 30 Tahun 1995 dan 31 Tahun 199>5.
Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesab
kan Peraturan Daerah Kabupaten Daera
Tingkat II Banyumas dimaksud ;

Mengingat
gat » 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 195_0

ten 2 {
Ten;:gg; Pembentukan Propinsi Jawa
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‘Pinsi Jawa Tengah

Undang-undang Nomor 5

tentang Pokok-pokok

Tahun 1974
Daerah,,'(Lemb

Pemerintahan qj
1
aran . Negara Republik
Nomor 38,

(Lembaran Negara
ahun 1951 Nomor
Negara Republik

Republik ' Indonesia T
51, Tambahan Lembaran
IndonesiauNomor-lzl).;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun

1951 .tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebaglan dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Kehewanan kepada Pro-

‘pinsi Jawa Tengah - (Lembaran ‘Negara

Republik Indonesia Tahun .1951 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 122) ; .

Peraturan Pemerintah Nomor ‘34 Tahun

1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan

Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Perikanan Darat kepada
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Ta

Indonesia Nomor 123) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari pada Urusan Pemgr%ntah
Pusat dalam - Lapangan Pendldlkag,
Pengajaran dan Kebudayaan kﬁﬁ?-i
Propinsi = (Lembaran Negara Rep 1_ |
hun 1951 Nomor 110, Tam

bahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 173) i
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7. Peraturan P
1952 ‘tentan

Sebagian dari Urusa o g it
Lapangan Sosi :
g?ia?nsi ?gembaran Negara Republlf
B 1952 Nomor 73, Tam

esia Tahun : %
igggg Lembaran Negara Republik Indone

sia Nomor 303)
mor 22 Tahun

intah No :
8. Peraturan Pener S adan

1975 tentang penyerahan .
:tah Pusat di Bidang
Urusan Pemerinta®s e

perkebunan  Besar kepada ‘
Tingkat I (Lembaran Negara Republ1lk
Indonesia Tahun 1975 Nomor .30, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-

‘sia Nomor 3060) ;

9. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1979  tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah dalam Bidang . Kepa-
riwisataan kepada Daerah Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3144);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1986  tentang Penyerahan ‘Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Pertam-
bangan " kepada Daerah Tingkat I
‘(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
3987' tentang  Penyerahan Sebagian
h;gzgn Pimerlntah Dalam Bidang Kese-

epada Daerah Lemb ‘
. aran
Negara Republik Indonesia Taéun 1987

Nomor 9 . Tambaha
: n Lembar
Republik Indonesia Nomor 33:2)..Negara
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12.

18

14.

15.

16'0 .

17.

‘Nomor 25, Tambahan

fgg?tUEZﬁtgemerlntah Nomor 14 Tahun
Bt Pemeng -Penyerahan Sebagian
e rintahan qi Bidang Peker-
e kepada  Daerah (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 1987

. Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3353) ok

igggturin Pemerintah Nomor 22 Tahun
o entapg Penyerahan Sebagian
e tan»Pemerlntahan dalam Bidang Lalu
Dln as.  dan Angkutan Jalan kepada

aerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

- (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nopor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 tentang = Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua
puluh enam) Daerah Tingkat II Percon-
tohan (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan

Lembaran - Negara Republik = Indonesia
Nomor 3590) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

23 Tahun 1989 tentang Pedoman Orga-

nisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orga-

nisasi Dinas Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 1995 tentang Pedoman 70§ga-
nisasi Dinas Daerah pada Daerah Ting-

kat II Percontohan ;
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at I Jawa 1le€ilgail

L erahan
pertauran Dae’ 1961 tentang Peny
i
tanggl 9dJ$i Lrusannya dalam lapangan
sebagian d& pada Daerah Tingkat
propinsi Daerah

Perikanan -h
11 (Lembarar D;i,ﬁgah Tahun 1963 Nomor

Tingkat I Jawa
1) ¢

h Tingk
18.

n Tingkat I Jawa Tengah
1961 tentang

Peraturan Daera
dari urusannya

tanggal 19 Juli

sebagian _
g:?g;rigggngan kehewanan kepada Daerah

h Propinsi
i 1T (Lembaran Daera
gégggzt ringkat I Jawa. Tengah Tahun
1962 Nomor 37) i

19.

propinsi Daerah Ting-
= Daerahh Ngmor 10 Tahun 1990

penyerahan Sebagian _“Urusan
5232??gtah gropinsi.Daerah Tlngkgt I
Jawa Tengah ~dalam Lapangan Pendidikan
dan Kebudayaan . kepada ;Daerah.ka IT
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomxr 37);

20. Peratur
kat I Jawa Tenga

21. Peraturan Daerah  Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Téngah: Nomor 2 Tahun
1992 - tentang - Penyerahan  ~Sebagian
Urusan -Pemerintah Propinsi .. Daerah
Tingkat I Jawa Tengah di: Bidang Perta-
nian Tanaman Pangan kepada  Daerah
Tingkat . II (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat /I Jawa Tengah Tahun
1993 Nomor 11):; 51 - .

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-'
kat I Jawa Tengah Nomor = 3 Tahun 1992
tentang P.e_nyera}han ‘Sebagian Urusan Pe-
?sagn;ah Prop}nsi Daerah ' Tingkat I
Daeraheng?h Bidang Perkebunan kepada

Tingkat II (Lembaran Daerah

PrOpinsi Daerah 3
T1 ot
Tahun 1993 Nomor 3)1;1gkat I Jawa Tengah
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Menetapkan

23.

merintah Propinsi

Jawa Tengah pj Bidan
%ngkutan Jalan, Peke
iran, Pekerjaan Umunm

e ‘ i

ngzgg EZEW Cipta Karya, Pertambangan,

haiv: Bank CJa, dan Penambahan Penvera-

o ag%ap Urusan Pemerintah di Big-

g Pariwisataan kepada Daerah Ting-
I (Lembaran Daerah Propinsi Daer-

ah Tingkat I Jawa T
NoueE 19 3 engah Tahun 1995

Daerah Tingkat I
g Lalu Lintas dan
rjaan Umum Penga-
Bina Marga, Pek-

MEMUTUSKAN
Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas seb i
berikut : : ik

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemben-
tgkan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas  Pembangunan Desa, dengan
perubahan  sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Nomor 8- Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pertambangan, dengan peruba-
han sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II Keputusan ini.

3. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja Di-
nas Kependudukan, dengan perubghan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

III Keputusan ini.
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- tukan,Organisas

' ben-
95 tentang Pgm .
Nomor 12 Tahun igdan Tatakerjngi—
u_
Dinas Tanaman Pangan dan ggrzimana
tura, dengan perubapan is geputu—
dimaksud dalam Lamplran |

san ini.

Nomor 13 Tahun 1995 tentang ie§2§q;
tukan, Organisasi dan Ta abahgn
Dinas Perkebunan , dengan peru

sebagaimana dimaksud dalam Lampiliran
V Keputusan ini. '

Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembep—
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perhutanan dan Konservasi
Tanah, dengan perubahan sebagalmana
dimaksud dalam Lampiran VI . Kepu-
tusan ini.

Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembep-
tukan, Organisasi dan  Tatakerja
Dinas Lalu Lintas dan  Angkutan
Jalan, dengan perubahan sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran VII Kepu-
tusan ini.

Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerija
Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengu-
saha Kecil, dengan perubahan seba-
gaimana dimaksud dalam Lampiran
VIII Keputusan ini.

Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perdagangan, dengan perubahan

sebagaimana dimaksud dalam L '
ampi
IX Keputusan ini. ' e
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 18 Tahun 1995 tentang.Pemben—

tukan, Organisasi dan Tatakerja

Dinas Pekers
Jaan Umum Cipta Karva
dengan perubahan sebagaimana dimgki

sud dalam Lampiran X Keputusan ini.

EO£or 19 Tahup 1995 tentang Pemben-

uXan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,
dengan perubahan sebagaimana dimak-

?ﬁ? dalam Lampiran XI Keputusan

Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja Di-
nas Pekerjaan Umum Pengairan, deng-
an perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran XII Keputusan ini.

Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perindustrian, dengan peru-
bahan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran XIII Keputusan ini.

Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Tenaga Kerja, dengan peruba-

-han sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran XIV Keputusan ini.

Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Sosial, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

XV Keputusan ini.
1995 tentang Pem-—
csasi dan Tatakerja

‘ ukiman
. jgrasi dan Pem
pDinas Transmig dengan perubahan

dimaksud dalam Lampiran

Nomor 25 Tahun
pentukan, Organil

sebagaimana ;
XVI Keputusan int:
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17. Nomor 26 Tahun 1995 tentangd orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Peri-
kanan, dengan perubahan sebagalmana
dimaksud dalam Lampiran XVII_ Kepu-
tusan ini.

/

18. Nomor 27 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Peterna-
kan, dengan perubahan sebagalimana
dimaksud dalam Lampiran XVIII
Keputusan ini.

19. Nomor 28 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Penda-
- patan Daerah, dengan perubghan
sebagaimana dimaksud dalam Lampirah
XIX Keputusan ini.

20. Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Kesehatan, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XX Keputusan ini. ‘

21. Nomor 30 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakerija Dinas Pariwi-
sata, dengan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran XXI Kepu-
tusan ini.

22. Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pem-
bentukan, Organisasi dan ' Tatakerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan perubahan sebagaimana dimak-

sud dalam Lampiran XXII Keputusan
ini.
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Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juli 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
- JAWA TENGAH,
Bidang I,

cap. ttd.

Drs. HARTONO

jinan : Keputusan ini disampaik
Sa | kepada Yth. : = S

1. Menterli Dalam Negeri di Jakarta ;

2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar
pPeraturan Daerah ;

3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
di Purwokerto ;

4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas di Purwokerto ;

- 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah
Banyumas di Purwokerto ;

6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

7. Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

8. Kepala Biro Otonomi Daerah pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

10
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P

IN _
gEMBENTUKAN, ORGANISAST

pANGAN DAN HORTIKULTURA

1.

3l

ERUBAHAN ATAS PERATURAN DAE

LAMPIRAN Iy -
: KEPUTUS
DAERay N GUBERNUR KEPALA

TINGKa
TENGAH INGKAT 1  Jawa
NOMOR . ;

. 88.
TANGGAL : 1o 5o 2182/1995

10 Juli 1995

KABUPATEN DAERAH
12  TaHUN 199

5 TENTANG
DAN TATAKERJA DINAS TANAMAN

GKAT II BANYUMAS Nomog

pada judul dan diktum mye
. netapkan"
nTEgTANG »++-+ dst" diubah danp Al perkataap
perikut : Ca sebagai
" TENTANG PEMBENTUKAN, ORGAN
ISASTI D
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN hrnoA
TINGKAT II BANYUMAS" . DAERAH

Konsiderans "Menimbang"
a. Huruf a :
- 1"
gzﬁﬁitaiggs Eerzturan Pemerintah Nomor ...
' entang ... dan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat 1T Jawa Tengah
Nomor ... Tahun 1995 tentang ..." diubah gan
dibaca "Peraturan Pemerintah Nomor s Tahun
1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 19929
- Perkataan "tanaman pangan dan hortikultura"
diubah dan dibaca "pertanian tanaman pangan®.
Selanjutnya semua perkataan "tanaman pangan
dan hortikultura" dalam Peraturan Daerah ini
diubah dan dibaca "pertanian tanaman pangan".
b. Huruf b, perkataan "Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura®™ diubah dan dibaca "Dinas Pertani-
an Tanaman Pangan" ’
Selanjutnya semua perkataan "Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura" dalam Peraturan Daerah
ini diubah dan dibaca "Dinas Pertanian Tanaman
Pangan".
Dasar Hukum "Mengingat® :
a. Ditambahkan dasar hukum nomor "3,10,11 dan 12
baru" sebagai berikut : -
" 3, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951
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iaan Penyeranan Sebagia
2intah Pusa? dalam Lapangﬁ
ropinsi Jawa Tengap .

. i Nomor .
Menteri Dalam Negerl oL 10
ggﬁtang pPedoman Organisasi dan
pinas Pertanian Tanaman Pangan ,

elaksa

utusan
e g:ﬁun 1994
Tatakerja

, opinsi Daerah Tingk
o peratura;engZErzgmgi g Tahun 1992 teggaig
2 Jawahan sebagian Urusan Pemerintap
Penye?rai paerah Tingkat I Jawa Tengah gj
Propins pertanian Tanaman Pangan Kepads
Bidang Pe II (Lembaran Daerah Propin-

ingkat
giegzgrgéngingkat»l Jawa Tengah Tahun 1993

Nomor 10):

| ' paerah Propinsi Daerah Tingkat 1
= §§£Ztu§23ggh Nomor 2 Tahun 1995 teptang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerlntap
propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di
Bidang Lalu Lintas Qan Angkutgn Jalan,
Pekerjaan Umum Pengairan, Pekgr]aan Unum
Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya,
Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Pgnambahap
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerlntah. di
Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Ting-
kat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4);

b. Nomor "3,4,5,6,7,8 dan 9" lama diubah menjadi
nomor "4,5,6,7,8,9 dan 10" baru, selanjutnya
nomor 10 lama dihapus.

c. Nomor 6 baru diubah dan dibaca sebagai berikut:
"6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3590) ;",

4. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :
' o . "Pasal 4
Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas

2
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okok gelaksanakan. urusan rumah tangga Daerah
jalam bidang pertanlan.Tanaman Pangan yang menijadi
tanggungjawabnya  meliputi produksi padi  dan
alawija, penygluhan, hortikultura, rehabilitasi
lahan dan perlindungan tanaman Pangan serta usaha
tani dan pengolahan hasil dan tugas pembantuan
yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah
propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah."

pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :
"Pasal 5

untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas

pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

b. melakukan bahan bimbingan teknis di bidang
Pertanian Tanaman Pangan sesuai kebi jaksanaan
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
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c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai
dengan tugas pokok ;

d. pelaksanaan penyuluhan ;

e. pengkajian penerapan teknologi anjuran di
tingkat usaha tani ;

f. Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, kepegaw-
aian, keuangan serta katatausahaan Dinas Perta-
nian Tanaman Oangan ;

g. Pengawasan dan bimbingan teknis terhadap Unit
Pelaksana Teknis Dinas ;

Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut

"Pasal 7

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur
lebih 1lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah;

(2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang
Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Pembentu-
kan Organisasi dan Tatakerja UPTD Pertanian
Tanaman Pangan akan ditetapkan kemudian sete-
lah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri;

(3) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman
Pangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan
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7. Pada tan

. i Peraturan Daer

! isahkan daril ah

pagian tak terp

ini." .
1 penetapanl peraturan Daerah diubah gap

gga

dibaca sebagail beriKUtnbitetapkan di Purwokerto

Agar ditambahkan penjel
terdiri dari :

I.
II. Penjelasan pasal

Pada Lampiran

a.

b.

pada tanggal 10 Maret 1995m

asan Peraturan Daerah yang

i Umun ;
Penjelasan demi Pasal.

turan Daerah : : :
Pera n dibaca sebagal berikut .

ijubah da
Judul bagan o3 % NGKAT II BANYUMAS"

KAB DAE ; .
perggézgg " AMPIRAN ...dst." diubah dan dibaca

sebagal berlkil 'TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAR
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN
1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANIS-
AST DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

—_--—-——-_—-——-———----——-—-——_————

bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas agar
disesuaikan dengan Bagan Organisasi Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II
Percontohan Pola Maksimal sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran VII Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman
Organisasi Dinas Daerah pada Kabupaten Daerah

‘Tingkat II Percontohan.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

Cap. ttd.

Drs. HARTONO
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LAMPIRAN @ PERATURAN DAERAH RABUPATEN DAERAH TINGEAT IT BANYOMAS
HOHOR 12 TAHUS 1995 TENTANG PENBENTURAN, (CRGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

KABUPATEN DAERAR TINGRAT IT BANYWOS
BAGAN ORCANISAST DIKAS PERTANIAN TANAKAN PANGAN
RABUPATEN DAERAH TINCKAT IT BANYUMAS
REPALA DINAS
SUB BAGIAN
TATA USAEA
I l l ]
URUSAN URUSAN URUSAK URSAN

PERENCANAAR | | KEPEGAWAIAN | | KEUANGAN UNUX

| l |
SERSI SERSI SERSI REEABILITA SERST
mnm v PRODURSI BORTI- memu ST PENG.LAHAN & |  [USARA TANI DAN
SaxamrTa I NIA ———f | PEmEecamas nauva {DPUCNAT AN mARTT
= ) MBS e |
SUBSI PENGEMB, SUBSI PENGEMB, SUBST TATA PE - SUBST REHABILI- SUBSI INFORMAST
PROD.PADI & PAL{ I-{PROD.HORTIKULY. | | |-{NyoLumaN — TASIGPENG.LAHAN| |—| DEMASARAN
SUBST PROD. BE-| | |SUBSI PENYIAPAN SUBST KELEMB,TE SUBST PENGRAJI- SUBST PEMANFAAT
?mm FIH/BIBIT P & P| {{PARET TEX.HORT, HAGA & SARANA ~{AN IRLIMSTG.AIR| —{AN SUMBER DAYA
FUNGSTONAL
SUBSI PENY.PAK, SUBST PROD.BR - SUBSI MONTTEPRA SUBS  AGRI
TER, PADI & PAL| (—{NIH/BIBIT HORT, —{FIR.NGALEMA | |~ BISNIS
SUBSI PENGENB, SUBST PEMANP.PE SUBST PENGEN,HA SUBST PASCA PA-
ALATRMESIN PERT| KAR.& PEN. GIZI —MA/KIT, GUIMA Tm &PENG.HASIL
1 |
P CAB.DINAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI REPALA DAERAH TINGKAT IT
FABUPATEN DAERAH TINGRAT II BANYUNAS BANYUMAS,
KETUR,
cap. ttd, cap. ttd.
H.WARSONO H. DJOKO SUDANTORO
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